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PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

NOMORNOMORNOMORNOMOR 2222 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2012012012013333

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

RENCANARENCANARENCANARENCANA TATATATATATATATA RUANGRUANGRUANGRUANG WILAYAHWILAYAHWILAYAHWILAYAH
KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2011201120112011 –––– 2031203120312031

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANG MAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS,,,,

Menimbang : a. bahwa dalam kerangka pembangunan Kabupaten Musi Rawas
diperlukan adanya arahan pengembangan wilayah guna
terciptanya keseimbangan pembangunan wilayah baik secara
fisik, ekonomi, sosial maupun budaya;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031
bersama telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Rawas dan Bupati Musi Rawas;

c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031
telah dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Selatan melalui
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
818/KPTS/BAPPEDA/2012 tanggal 26 Desember 2012;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta sebagai pelaksanaan
dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1091), Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 51) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821;
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

10.Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara RI Tahun 2011
Nomor 31).

DenganDenganDenganDengan PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan BersamaBersamaBersamaBersama
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BABBABBABBAB IIII

KETENTUANKETENTUANKETENTUANKETENTUAN UMUMUMUMUMUMUMUM

PasalPasalPasalPasal 1111

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya.

7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW
Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten.

10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya.

12. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan
wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah
Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan
pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta
pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan,
instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

13. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa
kecamatan.

14. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa.

15. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

16. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.
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18. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

19. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

20. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan
memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan.

21. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang dapat dimanfaatkan
untuk kegiatan penangkapan, budidaya, dan industri pengolahan hasil
perikanan.

22. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan
bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan
dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha
Kawasan Industri.

24. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber
daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan
peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan
kegiatan pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi,
operasi produksi dan pasca tambang, baik di darat maupun perairan, serta
tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun
kawasan lindung.

25. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi
kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal kawasan lindung atau
kawasan budidaya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan
fasilitas penunjang pariwisata.

26. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di
luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

27. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional
yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

28. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya,dan/atau lingkungan.

29. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya,dan/atau lingkungan.

30. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,dan/atau lingkungan.
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31. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk
yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan,
sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang
kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

32. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan
umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-
unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi
peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.

33. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi
oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat
dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan
rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

34. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang
melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang yang berlaku.

35.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat
hukum adat, korporasi/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain
dalam penyelenggaraan penataan ruang.

36. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang.

37. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD
adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Musi
Rawas dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam
koordinasi penataan ruang di daerah.

38. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.

BABBABBABBAB IIIIIIII

LINGKUPLINGKUPLINGKUPLINGKUP WILAYAHWILAYAHWILAYAHWILAYAH PERENCANAANPERENCANAANPERENCANAANPERENCANAAN DANDANDANDAN MUATANMUATANMUATANMUATAN RTRWRTRWRTRWRTRW KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN

PasalPasalPasalPasal 2222

(1) Lingkup wilayah Kabupaten terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan
dengan luas wilayah lebih kurang 1.236.582 (satu juta dua ratus tiga puluh
enam ribu lima ratus delapan puluh dua) hektar.

(2) Batas wilayah Kabupaten meliputi :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten

Musi Banyuasin;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang; dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

(3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Kecamatan Ulu Rawas;
b. Kecamatan Rawas Ulu;
c. Kecamatan Rupit;


